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ABSTRAK:

CATATAN :

Bagi pelayanan perizinan tertentu olen Pemerintah Kota yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, daerah mengenakan
pungutan kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan tersebut yang
kemudian digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, maka perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Perizinan
tertentu.
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